
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUI(U UTAR.A

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 22. TAkIUN 2c22

TENTANG

I(TDUDUKAIII, SUSTTNAN ORGANTSAST,
TT'GA$ DAIT E"UITGSI STRTA TATA I(ER.IA

DINAS PARIWISATA DAN I(TPTMUDAAI{ OLAIIRAGA
KABUPA?EIT HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,
Menirnbang: a. bahwa untuk menindaklar{uti ketentuan Pasal 2 angka 11 Peratura,rr

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A21 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
6 Tahun 2}rc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat dan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati
Haknahera Barat Nomor 2O Tahun 2A2l tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1O Tahun 2OL6 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Baraf
maka perlu dijabarkan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kepemudaan
Olatrraga Kabupa.ten Halmahera Barat dengan Peraturan
Bupati;

b" trahwa perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a adalah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 8OO/8791IOTDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupa"ten Halmatrera Selatan, Kabupaten Halmatrera
Barat, Kabupaten Fulau Morotai dan Kota Ternate Provinsi
Maluku lJtara, maka perlu dilakukan penyetaraan jabatan dari
jabatan administrasi ke jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pa"riwisata, Kepemudaan
Olatrraga Kabupaten Halmattera Barat.

Mengingat. : L. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II dalam Wil,ayah Daerah Swataltra Tingkat I Maluku
Utara menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2OA4 tentang Perirnbangan
Keuangan Anta-ra Pemerintah llusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2GO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa39;

3. Undang-undang Nomor 12 Takrun 2Al7 tentang
Pernbentukaneraturan Perundang-undangan {I.emtraran
Negara Repr:b1ik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 82,
Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nornor
523aj;

I
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4. tlndang-undang Nornor 5 Tahr:n 2A74 tentang Anaratur Sipil
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C14
Norrror 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9$;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Ilaerah {Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2A74
Nornor 244, Tarnbahran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa ka1i,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor g Tahun 2O1S
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2A14 tentang Pemerintahan llaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia "lahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nornor 56T9);

6" Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daeratr (Lembaran Negara Repubiik trndonesia
Tahun 2o-16 Nomor 114, Tarni:ahan l-ernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).

7 . Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2416 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Dinas Pernuda danOlahraga;

B. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 tahun 2C-16 tentarrg
Hasil Pemetaan lJrusan Pemerintahan dan pedorrlan
Nornenklatur Perangkat Daerah BidangPariwisata;

9. Peraturan Menteri PendayagLlnaan Aparatur Negara dan
Relbrmasi Birokrasi Nomor L7 Tahun ZAZL tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabata*
Ir'trncsinnnl.I ur16\rrVIrdr,

lO.Surat Menteri Dalarrr Negeri Nomor 8OAl87q1/OTDA tentang
Persetujuan Penyet"araan Jabatan di Lingkungan Pemerintalr
Daerah Katrupaten Hahnahera Selatan, Kabupaten Flalrnahera
Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2{r2\
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun '2016
tentang Pemtrentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
ilalmahera Barat;

12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A2l tentang
Peruhahan Ketiga Atas Perat-uran Bupati Halmahera Rarat- Nomor 10
Tahun 2016 tentang St.ruktur Organisasi Perangkat Daerah.

MtrMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT TIiNTANG
KEDUIIUKAN, SUSUNAN ORC}ANISASI, 'r'UCiAS DAN I-UN(jS:
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEPtrMUDAAN
OLAT{RAGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I
I(TTET{TUATI UMUIII

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Flalmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemer:intah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Flalmahera

Barat;



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Parjwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten
Halmahera Barat;

7 " Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariw'isata dan Kepemudaan Olahraga
Kabupaten Halmahera Barat;

8. tsidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten
Halmahera Barat;

L Kelompok Jabatan Fungsional adaiah Kelompok Pegau,ai ASN yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

10. Unit Pej.aksana Teknis Dinas aCaiah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga yang selanjutnya disingkat UP|D.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU(}AS DAN

r.I,INGSIDINAS PARIIIIISATA, PTMUDA DAN OLAI{RAGA
Bagian l(esatu

I(edudukan
Pasal 2

Digas Pari.wisata dan Keper-nudaan C)lahraga adalakr pelaksana r"lru"san

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oieh seorang
Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

ii) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
a. Kepaia Dinas;
I:. Sekretariat, terdiri atas Sr-rb l3agian Umurtr d.ari Kepr:gawaian
e . E3idang Pemasaran Pariwisata;
rl. Bidang l)*stin:-lsi Fariw'isata;
e, Biclang Inelustri Pariw-isata dan Ekonntni Kre*tif:
l-. Bidang Kepemudaan clart Keolahragaan;
g. UPTD;
h. Jabatan Fungsional

{2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kepernudaan OlaLrraga
sebagairnana tercantum clalam Lampiran dan merupakan bagian yarrg
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini"

BAB III
TUGAS POKOK, rUIIGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepa1a Dinas

Pasal 4

{ l) Kepala Dinas mempunyai tugas rnembantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.

i2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a,vat {1), Kepala Dinas
menlpunyai fungsi:
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pariwisata

dan Kepemuclaan Olahraga;
Lr. Pelaksanaan ketrijakan daerah dibidang Pariwisata dan Kepernudaan

Oiahraga;
c. Pengkoorclinasian, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
d" Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati"

x



(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas

mempLlr[/ai uraian tugas :

a. Memimpin clan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Dinas Pariw'isata dan

Kepemudaan Olahraga;
b. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan .Jangka

panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi
Kabupaten Halmahera Barat daiam lingkup tugasnya dalam bentuk rencana kerja;

c. Mengtoorrlilasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan yang

berlaku guna kelancaran trigas;
d. Mendelegasikan sebagian kervenangan kepada pejabat dibaw-ahnrra secara

berjeniang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
e. lvtemblna bawahan dengan memberi petunjuk serta arahan agar pelaksanaan tugas

sesuai rencana;
f. Menilai dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibawahnya secara be{enjang

sebagai bahan Pembinaan karier;
g. Meialorkan peiaksanaan tugas keparla Bupati Lraik lisan maupun tertulis sebagai

bahan Pertanggungjawaban ;

h. Memberikan u"ra, dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pengambilan kebijakan;

i. Melaksanakan 
-tugas 

lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis
guna kelancaran pelaksanaan tugas"

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(l) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah rlan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan

Lebijakan, prrglordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi
par"r.c^rru.*r., pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset,

kerumahtar,.ggu.r, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan

ketatalaksr*un, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan

administrasi cli lingkungan clinas serta pengkoordinasian program dan kegiatan pada

masing-masing Bidang.
{Z) Dalam *.rry*l.nggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

Sekretaris mempunyai fungsi:
a. perencanaan 

-operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas

Pariwisata- clan Kepemudaan Olahraga;
b. penyelenggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata clan

Kepernudaan Olahraga;

"" 
p*rrg*r.da1ian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
O, pengkoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Bidang-

nidang lingkup I)inas Pariwisata dan Kepernudaan olahraga;
e. pe1aksa.r."., iungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi

mempunyai uraian tugas:
sebagaimana dimaksud parla a-vat (2), Sekretaris

a. Memimpin dan mengendalikan
administrasi dan ketatausahaan,

kegiatan bidang kesekretariatan herupa
dan umum Dinas Pariwisata dan Kepemurlaan

Olahraga;
b. MerUmuSkan program urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangari

serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c. Mengkoorrlinasikan iugau rlengan Kepala Bidang dan di lingkup Dinas Pariwisata

dan Kepemudaan olahraga guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Membina penyusunan teknis operasionai kerja di tringkup Sekretariat brerdasarkan

program yang ditetaPkan;
*. tvt"*U.rikan informasi kepada masl,-arakat mengenai seluruh kegiatan Dinas guna

tersosialisasinya program yang telah ditetapkan;
I Membagi tugas t epra^ Kepala Sub Bagian berdasarkan tugas dan fungsi guna

kelancaran Pelaksanaan tugas;



g. IVlemberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan pedoman kerl'a agar
terhindar dari kesalahan;

h. Menilai dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di lingkup
Sekertariat sebagai bahan pembinaan karier;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas haik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepacia Kepala Dinas baik lisan maupull
tertulis seba gai bahan pengambilan kebijakan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepaia ctinas baik lisan maupun
terlulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat

{1}, t2} dan (3}, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Oiahraga'
membaw-ahi Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan KePegawaian
Pasal 6

{1} Subbagian lJmum d.an Kepegawaia"n, dipimpin oieh seorang Kepala
Subba[ian yang memplrnyai tugas pokok mernbantu Sekretaris dalam
rrerrgufirpuika"n bakran dan rnelakr.rkan Ltrllsarr ketatausahaatl,
administrasi pengadaan, pemeiiharaan dan penghapllsarr bara.ng,
urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

{2i Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepak*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. perryusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegann'aian, lJmum, kelembagaan

se rta ke tat-aiaksanaan ;

b. pelaksanaan urusalt surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,
keprotokolan, barang milik daerah/aset, rurnah tangga kedinasan dan
administrasi kePegawa ia n;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kineq'a Sub tsagian

Umum dan KePegawaian; dan
e. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
{3} Dalarrr melaksanakan fungsi sebagaimana dinraksud pada ayat ('2}, Kepaia Sut;

Bagian Umum dan Kepegau'aian mempunyai uraian tugas:
a. Memirnpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegarvaian;

b. Meny'usun rencana kegiatan Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian
trerdasarkan program sebagai pedoman ke{a;

c. Melakukan koorrlir:asi flengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup
Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olaahraga guna kelancaran pelaksanaan

tugas;
11. Mencatat, rnengadakan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang dan alat

kantor serta menyampaikan usul penghapusan barang;
e. Mengurus penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta penyusunan

risalah rapat;
f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan clokurnen dinas lain guna tertib

administrasi;
Melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang menyangkut dengan ket.ertitran,

keindahan, keamanan, penerimaan tamu, termasuk mengatur penggunaan alat
kornunikasi, air, listrik;

h. Membagi tugas kepada bar,r'ahan di iingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
guna keiancaran pelaksanaan tugas;

i. Iriengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian Umum rlan
Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;

j. ivtengetota administrasi kearsipan kepegaw'aian ,Yang rneliputi Daftar lJrut"' 
Kepangkatan {DUK) rlan l}ezeting serta menyiapkan Buku Jaga Kenaikan Pangkat

Aan guku Jaga Kenaikan Gaji Berkala secara periodik bagi PNS Dinas;
k. Menghimpun dan mengelola bahan pustaka di bidang kepegar.vaian untuk

rnembantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf;

ob'



1" Memeriksa, mengoreksi dan rnengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkrifr Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasii kerja yang rnaksimal;

m.Menilai dan mengevaluasi kerja baw,ahan di lingkup Sub Bagian Urnum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengemLrangarl karier;

n. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan
teknis, serta bahan lainnya yang berhutrungan dengan tugas di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai iandasan kerja;

o. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;

p. Melaporkan peiaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban;

q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupuil
tertulis guna kelancaran peiaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 7

{1} Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
rnernpunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan eva-luasi serta pelaporan
pelaksanaan di bidang pemasaran pariwisata.

{2i Kepala Bidang dalarn rnelaksanakan tuga.s pokok sebagairtrana
dirnaksudpada ayat ( 1) rnenyelenggarakan fungsi:
a"" perumt-isan kebiiakan urusan pemerintahan bidang pemasaran

pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan umsan pemerintahan bidang pemasaran

pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urlrsan pemerintahan Lridang

pemasaranpariwisata:
d. pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
e. peiaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh eitasan terkait

tugasdan fungsinya.
{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala Bidang

Pema sara n Pa riwisa ta m emnu nvai uraian trr gas:

a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pernaseiran
Pariwisata;

b. Merumuskan program di lingkup bidang Pemasaran Pariwisata
berdasarkan kebijakan yarlg telah ditetapkan sebagai pedoman ker-ia;

c. menclistrihr;sikan tugas rJan merrrberi petunjuk keparla bawahan
terkait penlrrmsan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

d. lnerurrruskan kebijakan di bidang pengernbangan clestinasi wisata.
pengernbangan, pengernbangan pema.sararr pariwisata dan
pengembangan industri pariwisata;

e. meiakukan koorrlinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kehijakan di
bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengernbangan
pemasaran pariwisata dan pengemhrangan industri pariwisata;

f- menyusr.rn norrna, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengernbangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasararr
pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;

g" melakukan pemantar*lan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengernbangan destinasi parirnrisata, pengembangan pernasararr
pariwisata dan pengemLrangan industri pariwisata;



h. memherikan bimbingan teknis dan supervisi di hidang
pengembangan destinasi pariwisata., pengembangan pemasaran
pariwisata dan pengernbangan industri pariwisata;

i. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program
dan kegiatan bidang Pemasaran Pariwisata;

j. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah bidang Pemasaran Pariwisata;

k. rnelakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup biderng
Pemasararr Pariwisata;

1. rnenilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup bidang
Pernasaran Pariwisata sebagai trahan pembinaan dan pengembarrgan
karier;

rn" rnelaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepaia Dinas baik lisan
mauprin tertulis sebagai bahan pertanggungiawaban;

lt. rnemherikan saran dan pertimhangan kepada Kepala Dinas haik
lisan rnaupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

o. melaksanakan tlrgas iain yang diberikan Kepaia I)inas baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan t.ugas.

Bagian Keempat
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 8

{1} Kepaia Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas Pariwisata melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis biriang destinasi pariwisaia? penyusunan dan peiaksanaan program kegiatan
destinasi parir,r,,isata serta Penyelenggaraan pengeiolaan destinasi dan
pengembangan pariwisata;

{2} Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksudpada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
a-. perurnusan kebijakan urlrsan pemerintaharr bidang destinasi

pariwisata;
b. peiaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang destinasi

pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang

destinasi pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi bidang destinasi pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi iain yang diperintahkan oleh atasan terkait

tugasdan fungsinya.
{3) Dalam rnenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2J, Kepala

Bidang Destinasi Pariwisata rnempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendnlikan pelaksanaan tugas bidang destinasi

pariwisata;
b. Merumuskan progranl di lingkup bidang destinasi pariwisat.a

berdasarkan kebi-jakan yang teiah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
c. mendistribusikan t=ugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

terkait perulnr-rsan kebij akan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyusun petunjuk teknis dan rnenginventarisasi destinasi

pariwisata;
e. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan destinasi

nariwisata;
f. rnelaksanakan peninjauan: ke destinasi pariwisata dan mencek sarana

pariwisata serta jasa pariwisata untuk rnenentukan golongan, jenis
usaha sesual dengan klasifikasi;



g. menyusun petunjuk teknis pengawasan kegiatan pengembangan
destinasi pariwisata, kegiatan sarana pariwisata dan .jasa pal1wisata;

h. menyusun petun_juk teknis rekomendasi bentuk usatra di bidang
kepariwisataan dan saran pariwisata serta jasa pariwisata;

i. mengoordinasikan rekomendasi perijinan bidang destinasi pariwisata
sesuai standar pelayanan -yang telah ditetapkan sebagai bahan
penerbitan izin;

.i. rnenyelenggarakan peneiitian dan pengembangan kegiatan sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusttnan perencanaalt;

k. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tuglas staf di lingkup bidang
destinasi pariwisata sebagai bahan pembinaan dan pengemLrangan
karier;

l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
mar-lpun tertulis setragai bahan pertanggungjawaban;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik
lisan rnaupun tertulis sebagai bahan perrgamLrilan keputusan;

11. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
rnaupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

i1i Bidang Industri Parirv"isata dan Bkonomi Kreatif mempunyai t.ugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketlijakan, penyusunan norfila,
standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaiuasi
industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

{}i Kepala Biclang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) menvelenggarakan fungsi:
a-. perumusan kebij akan Ltrusan pernerintahan bidang industri

pariwisata clan ekonorni kreatif;
b. pelaksanaan kebijakan urusa.n pemerinta.han bidang ind.r-rstri

pariwisat.a dan ekonomi kreatif;
c. pelaksana-an evaluasi dan peiaporan urusan pemerintahan

bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
d" pelaksana.an adminj.strasi bidang industri parirvisata dan

ekonomi kreatif; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait

t-ugasdan fungsinya.
i3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada a5,at (2), Kepala

Bidang industri Pariurisata dan Ekonomi Kreatif mernpunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengenclalikan pelaksanaan tugas bidang

industri pariwisata dan ekonoml kreatif;
t). Merr.muskan prograrn di lingkup bidang industri pariwisa-ta dan

ekonomi kreatif trerda.sarkan kebijakan yang telah dit.etapkan
sebagai pedoman kerja.;

c. mendistribusikan tugas dan rnemkreri petunjuk kepada bawahan
terkait perufilusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

d. rnengkoordinasi pelaksanaan kegiatan industri pariwisata di
bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

e. rnelaksanakan bimbingan teknis industri pariwisata clan
ekonomi kreatif;

f. rnelaksanakan evaluasi industri pariwisata di bidang industri
pariwisata dan ekonomi kreatit;



g. rnelaksanakan penyusurran bahan kebijakan, standar operasional
prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang industri pariwisata
dan ekonomi kreatif untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal;

h. menyLlsun rllrrrr-lsan kebijakan lingkup industri pariwisata da:r
ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaal] kebijakan di
bidang akses permodalan dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah;

j. menyiapkan bahan pembinaan riset, edukasi dan pengembangan
sumber daya manusia dan infrastruktur;

k. menilai dan nlengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup
bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif settagai Ltahan
pembinaan dan pengernbangan karier;

1. melaporkan peiaksarraan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan
fi-raupun tertulis sebagai bahan pertanggungi awaLran ;

m. mernberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala l)inas baik
lisan rrraupurl tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal LO

{li Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dal
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendar:npingan serta pemantauan
dan evaluasi di bidang kepernudaan.

\21 Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebaga{mana
dimaksudpada ayat { 1) rrrenyelenggarakan fungsi:
a. perl-lmr-tsan kebijakan Lrrusan pemerint"ahan bidang kepernudaan

dan keolahragaan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan

dan keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporax urusan pemerintahan bidang

keperrrudaan dan keolah ragaaln ;

d. pelaksanaan adrninistrasi bidang kepemudaan dan keolahragaan;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait
tugasdan fungsinYa.

{3} Dalam menyeienggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat l2}, Kepaia
Biclang Kepemudaan dan Ke olahragaan mempunyai uraian tugas:
(\. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang

kepemudaan dan keolahragaan;
b. Merumuskan proglrarn di lingkup bidang kepemudaan dan

keolahragaan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai
pedoman kerja;

c. mendistribusikan tugas clan memberi petunjuk kepada bawahan
terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya-;

d. merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuctra,

pengemba.ngan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
e. rnelakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

biclang pemberciayaan pemuda, pengembangan pemuda dan
infrastruktur kernitraan Pemuda;



menyuSrtn norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan pemuda clafl keolahragaan, pengemtlangan pemurla
dan infrastruktur kernitraan pemuda;
melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan pemuda dan ker:lahragaan, pengembangan pemuda
dan infrastruktur kernitraan pemud a;

mernberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan pemuda dan keoiahragaan, penger-nbangan pemuda.
dan infrastruktur kernitraan pemuda;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan di fuidang pemberclalraan
pemuda dan keolahragaan, pengembangan pemuda dan
infrast-ruktur kemitraan pemuda;
melaksanakan administrasi di bidang layanan kepernudaan dar:
keolahragaan;
menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup bidang
kepernudaan dan keolahragaan seLragai bahan pembinaan dan
pengembangan karier;
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas braik lisan
maupun tertulis sebzlgai bahan pertanggungjawaban;
memirerikan sa.ran dan pertimbanga.n kepada Kepatra Dinas baik
ljsan maupun tertuiis sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain .yang diberikan Kepala Dinas baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB TV
JABATAIS FUITGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fringsional pada lingkungan Dinas Parii,l,'isata rlan Kepemudaan
Olahraga dapat ditetapkan menur-ut kebutuhan yang mempun]'ai tugas untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan jai:atan fungsionai masing-masing trerdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalarn keiompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah Jatratan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan treban keq'a.

{3} .Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional setragaimana dimaksud pada ayat (2i. diatur
sesuai peraturafi. perundang-undangan.

i4) Untuk memenuhi kebutuhan jabratan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

t5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelornpok
jabatan fungsional sesuai dengan rumplrn jabatan rnasing-masing-

t6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB \/
rATA I{TRJA

Pasal 13

il] Kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupat.i sesuai ketentuan
peraturan perund an g*undangan.

{2} Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian, pejabat
fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas melaksanakan
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{u

tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
urrdangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, ker.1'asama,

integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabiiitas, transpara.nsi, serta
efektifitas dan efisiensi.

Pasal 14

Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala Subhagian, pejabat
fungsional, dan seluruh personil dalarn lingkungan dinas wajii:
mematukri petunjuk dan arahan pimpinan, serta. rnen:rampaikan laporan
secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-masing.
Setiap laporan yang diterirna sebagaimarea dimaksud pada ayat {1 } dioiah
dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahran perumusan pelaksa.naa.n
kebijakan teknis"
Kepaia dinas, sekretaris, kepala bielang, clan kepaia Suhbagian daiam
lingkungan dinas dalarn melaksanakan t-ugasnya, rnelakukan
pengawasan, pemantalfarf , pengendalian dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi seca.ra berkala dan/atau sesuai
kebutuhan-
Kepala clinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala Subbagian dalam
lingkungan dinas rnengembangkan koordinasi dan kerjasarna dengan
instansi pemerintah/swasta dalam rangka rneningkatkan kinerja dan
mernperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

BAB VI
KE?TNTUAII PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Pera.turan Bupati ini, maka Peraturan l3upati
Halrnahera Barat Nornor 3O Tahun 2017 tentang Tugas Pokok rlan Fungsi
Dinas Pariwisata Kabupaten Haimahera Barat tlan Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2Ol7 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halarnahera Barat dicabut dan
dinyatakan ticlak berlaku.

Pasal 16

Peraturan E3upati ini rnulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan l3upat.i ini dengan penempatannya dala.m Berita Daerah
Kabupaten Haknahera Barat.

i2)

t.1J

(4)

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal : 25 Ja'ttttarv 2A22

BUPATI BARAT,

Ass. Bid Eko & Pembangunan
Kadis Pariwisata & Olahraga
Kabag Hukum & 0rgs

1.1

JAITIES UAI{G



Diundangkan di .Jailolo
pada tanggal 79 Jantra"ru '2A'22

SEKRtrTARIS DAERAH KABUPATBN HAI.MAHtrRA BARAT

BtrRITA DAERAFI KABUPATEN HALMA}IERA BARAT TAHUN 2A22 NOMOR .*

Salinan sesuai dengan aslinga
HUKUM DAN ORGANISASI

JASOIT

Nip" 19

LATOMO. SH, LLM
bina IV/a

128 200604 I 009
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